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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 463 / 4+ /A0001357/ V.16 /2022

§ TENTANG

Ei IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

s SMA TUNAS BANGSA
KABUPATEN TULANG BAWANG

Diberikan Kepada :
Nama Sekolah : SMA TUNAS BANGSA

P
oy

Alamat : Kampung Tri Tunggal Jaya,
RT/RW: 02/03, Kec. Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang

Masa Berlaku : Mulai Tanggal Ditetapkan Sampai
Dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 9 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PQ AYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/ S44\ /A 0001357/V.16/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA TUNAS BANGSA
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa,
cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah
setingkat Sekolah Menegah Atas (SMA) sangat diperukan sehingga
keberadaannya perlu mendapal dukungan dan perhatian dari Pemerintzh baik
sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;

b. bahwa berdasarkan huruf (3) diatas dipandang perfu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Lampung tentang [zin Pendirian Satuan Pendidikan SMA TUNAS BANGSA
Kabupaten Tulang Bawang.
. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2 Pmmmmmmtarmmtemm\guom
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Berusaha Terintegrasi secara elektronik;

4. Peraturan Presiden RI NoerTﬂth‘MPmyelermaam
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Menieri Pendidikan Nasional Republi Indonesia Nomor 24 Tahun
wraMgMSaamDumsmmmsmom;mm
Ibidaiyah  (SD/MI),Sekolah Menengah PertamaMadrasah Tsanawyah
(SMP/MTs),Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidian
Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA)
dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

8. Persturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 fentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkal Daerah Provinsi Lampung.

9. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

10, Peraturan Gubemur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan
MT@MW”T&MWM
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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
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Memperhatikan

KESATU

KEEMPAT

A 0001357

1. Sural Kelua Yayasan Miftahurrosyidiin Nomor : KADOWVYMTB-TBVIV20Z2
tanggal 30 Mel 2022 hal Permohonan untuk [zin Operasional SMA TUNAS
BANGSA,

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor .
420/2708/V.01/DP 2/2022 tanggal 5 Seplember 2022 hal Pendapat Teknis

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA
TUNAS BANGSA KABUPATEN TULANG BAWANG,

: Memberikan Izin Pendiran Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Alas

(SMA) TUNAS BANGSA Kabupaten Tulang Bawang :

. Izin Pendidan Satuan Pendidikan sebagaimana dimakeud dalam diklum KESATU

beriaku Mulai Tanggal Ditetapkan Sampai Dengan Desember 2024.

: Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyal kemampuan
memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

: Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaali peraturan perundang-
mmwwmmma
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- WNMW“WM dengan ketentuan apabila teradi

kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
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